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ABSTRAK

ri Prastika Putri (2022) : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang
Membeli obat di atas Hargab Eceran Tertinggi
(studi kasus apotek di Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak)
Undang-undang No.8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen
mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang
@i komsumsinya. Konsumen Indonesia secara khusus konsumen obat-obatan
49ga mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli atau
&onsumsi. Hak-hak tersebut termasuk informasi tentang harga eceran tertinggi
CHET). Kepmenkes N0.98 Tahun 2015 tentang Pemberian Infomasi Harga
Eceran Tertinggi Obat.r Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
gaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat di
atas Harga Eceran Tertinggi dan bagaimana tanggung jawab hukum jika pelaku
dsaha menjual obat diatas Harga Eceran Tertinggi di Apotek di Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak.

Penelitian ini ialah penelitian hukum sosisologis, penelitian yang
dilakukan dengan mengadakan identifikasi pelaksaan hukum dan bagaimana
hukum ini berlaku di masyarakat dan bagaimana tanggung jawab hukum jika
pelaku usaha menjual obat diatas Harga Eceran Tertinggi. Sampel yang diambil
dalam penelitian ini adalah apotek di Kecamatan Tualang, konsumen obat dan
staf Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

Berdasakan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelakasanaan
pengawasan terhadap harga eceran tertinggi obat yang beredar di apotek di
Kecamatan Tualang di lakukan oleh dinas kesahatan dan BPOM Kabupaten Siak
%ebagaimana diterangkan dalam pasal 10 Peraturan Menteri kesehatan Nomor 98

lw exdlé NeH O

ahun 2015 tentang pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
Berbunyi Menteri, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pemerintah
gaerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-
gjasing. Dinas kesehatan maupun BPOM jarang sekali turun ke lokasi untuk
Thelakukan sosialisasi terhadap masyarakat, memantau atau pengawasan

rhadap apotek yang berada di Kabupaten Siak, dan kurang pengetahuan
Masyarakat mengenai harga eceran tertinggi, sehingga terjadinya pelanggaran
-'r?nengenal harga eceran tertinggi yang beredar di apotek KOecamatan Tualang.

o8Xj1s

ta Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen Membeli Obat
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KATA PENGANTAR

221d10 YeH O

|72]

alamua’alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang

s Biniuw

h memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga,sehingga skripsi

ifi dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul “Perlindungan Hukum

A

'I%rhadap Konsumen yang Membeli Obat diatas Harga Eceran Tertinggi
(gudi kasus apotek di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan llmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW
yang telah berjasa besar dengan segenap penghormatan, beliau berhasil
mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan

dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh

¥ 218]1S

e

karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan

wn
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esar-besarnya kepada :

1. Keluarga Tercinta yaitu Ayahanda Asep Dadang Suryanto, ibunda Reni
Hartika, dan suami tercinta Surya Dhani Pratama yang telah memberikan
motivasi dorongan semangat dan membantu selama perkuliahan hingga
penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, Terimakasih ayah,

ibu dan suami atas doa, restu dan ridhonya.
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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang hidup bedampingan satu

N1wRidio yey o

d&gan yang lainnya. Untuk itu seringkali terjadi hubungan antara manusia satu

N

dghgan yang lainnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, dikenalah istilah
k%nsumen dan pelaku usaha yang merupakan hasil interaksi manusia yang terus
bg*kembang. Sejak semula, hingga saat ini kedudukan konsumen tetap berada
pjda pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu pelindungan terhadap
kepentingannya. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang terus
bekembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian tehadap
tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran
kgnsumen akan haknya masih rendah.dan kurang nya pengetahuan masyarakat
te%tang adanya hukum perlidungan konsumen yang melindungi hak dan
k;ﬁNajibannya Oleh karena itu, Undang-undang Pelindungan konsumen
d;@aksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga

)
pgflindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya

Q%mberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

=]

a Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan
=

kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah
=

ni€ndapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal
j+¥]

nery wisey[ Ju



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
o

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

©

rriﬁngkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara
-

I&hgsung maupun tidak langsung.

1d

Gerakan perlindungan konsumen sudah berkembang sejak ratusan tahun

lw e

yang lalu.indonesia sendiri merupakan negara yang telah berhasil membuat suatu

X

agran yang melindungi kepentingan konsumen. Aturan tersebut adalah Undang-
ugdang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau sering
d%ingkat menjadi UUPK. Undang-undang yang terdiri dai 15 bab dan 65 pasal ini
nf;?ngatur mengenai pelindungan dimana adanya jaminan hak-hak konsumen.
Ucndang-undang ini berlaku sejak disahkan tepatnya pada tanggal 20 april 2000.
Segala kepentingan konsumen dapat telindungi secara nyata dan pasti.

Begitu halnya dengan konsumen Obat-obatan yang merupakan ketegori
konsumen kesehatan. Konsumen Obat-obatan adalah konsumen yang
mengkomsumsi obat-obatan dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakitnya.
Pada era zaman globalilasi yang semakin modern saat ini membuat kesadaran
rﬁiﬁsyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat secara nyata. Hal ini
dg'l-(arenakan kesehatan sangat mempengaruhi aktivitas seseorang. Dalam kondisi

b'@dan yang sehat,baik secara jasmani maupun rohani, manusia dapat melakukan

)
aEt'ivitas secara optimal tanpa adanya suatu gangguan apapun. Di perlukan usaha

yéng tidak mudah untuk dapat hidup sehat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
=]

upntuk meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan pemeliharaan dan
=

pemeriksaan secara rutin, pencegahan terjadinya penyakit sedini mungkin, dan
=

pghanganan penyakit secara optimal. Tetapi apa yang terjadi apabila orang
j+¥]

b @ 25

! Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, cet. 3, (Jakarta: Diadit
Media, 2007), h. 46.

I
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©

t&sebut tidak memiliki pengalaman yang cukup mengenai obat yang akan di
-

konsumsi. UUPK mengatur tentang bagaimana konsumen mempunyai hak untuk
@)

meéndapatkan infomasi mengenai suatu produk yang akan ia komsumsi. Begitu
=

pula dengan konsumen produk obat-obatan.
-~

S Obat-obatan merupakan produk yang komsumsi masyarakat yang
Z

nﬁcémpunyai nilai sangat penting sebagai sebuah produk karena obat dapat
n%nyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Sebagai produk kesehatan
ygqg bermanfaat dan punya kedudukan yang penting dalam pandangan
mcasyarakat, maka sudah seharusnya konsumen obat-obatan mempunyai akses
yang jelas terhadap informasi dari suatu obat. Informasi tesebut dapat berupa
harga eceran tertinggi suatu obat, kandungan zat yang ada pada obat tersebut,
khasiat dari obat, alternatif suatu obat dan keaslian obat tesebut. Dari kenyataan
yang terjadi selama ini di masyarakat, konsumen seolah-olah tidak mempunyai

akses yang jelas terhadap infomasi obat yang hendak dikomsumsi. Kurang nya

f+¥]
infomasi tentang harga obat melatarbelakangi pelaku usaha menjual obat

e
w

sgnaknya dan merugikan konsumen

Informasi obat pada label obat juga mengatur mengenai harga eceran

un o

i &

tertinggi (HET) suatu obat yang wajib di cantumkan pada label obat yang di

SIo

produksi dan di edarkan. Hal ini berdasarkan keputusan menteri kesehatan

0 A

rec'gublik indonesia No. 98 tahun 2015 tentang pemberian infomasi harga eceran
=

tg'tinggi (HET) tercantum pada pasal 2 “pengaturan pemberian informasi harga
=1

eCBran tetinggi obat dimaksudkan untuk memberi informasi yang benar, jelas, dan
j+¥]

I

jujur mengenai harga eceran tetinggi atau harga obat yang diberikan kepada

Nery wiseyj
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@)

r‘rigsyarakat “ tetapi sampai saat ini pelaksaan belum terlihat masih banyak pelaku
-
usaha yang menjual obat di atas harga eceran tertinggi obat sehingga
@)
mémberatkan konsumen yang membutuhkan obat tesebut.
=

Sejumlah apotik sering membuat kebijakan sendiri mengenai harga jual

Al

téT—Jadap konsumen, akibatnya konsumen seringkali mengeluh dengan harga obat

N

yghg di jual di sejumlah apotek-apotek tertentu, di sayangkan lagi sejumlah
azn@tek tidak mematuhi peratuan yang sudah ada baik itu mengenai peraturan
hg‘ga eceran tertinggi (HET). Praktek penjualan obat dengan harga yang sangat
tiiggi mengganggu mekanisme pasar yang berakibatkan kerugian pada konsumen
obat dan kekuasaan pedagang obat yang mengatur harga obat yang tidak rasional.

Masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat
generik dan harganya, telah dilakukan labelisasi obat generik pada kemasannya
dan pencantuman harga eceran tertinggi (HET) keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia nomor 632/MENKES/SK/II1/2011%, yang telah diperbaharui
rr%njadi Keputusan Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor

w

.02.02/MENKES/525/2015 tentang pemberian label Harga obat pada kemasan

!

Hal yang terjadi di lapangan sangat bertentangan dengan keputusan

nn 2

3

nteri Kesehatan yang tecantum diatas, berdasakan Undang-undang Nomor 8

,_,
Hs1d

un 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen memiliki beberapa hak

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

ngé’;o A

[

dan/jasa, dan hak untuk diperlakukan/dilayani secara benar dan jujur serta tidak
=

deskriminatif serta pemberian obat pada tingkat yang wajar.
j+¥]

’Alfredsaleh.  Merumuskan  peran  pemerintah  di  sistem, diakses  dari

htip://alfredsaleh.blogspot.com, tanggal 3 Januari 2022 pukul 20.46
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Kenyataan dengan peraturan yang dibuat sangatlah jauh berbeda, pelaku

® 1eH O

c

ha kerap menjadikan  konsumen sebagai objek bisnis untuk meraup

ntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan

wid

@sumen adalah kurangnya tingkat pendidikan konsumen akan haknya masih
r%dah, dalam pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
T@tang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi atau
n%mperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan janji yang
dﬁyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang
djn jasa tesebut.

Sejumlah apotek di kecamatan tualang kabupaten siak masih saja
membuat kebijakan sendiri mengenai harga jual tehadap konsumennnya,
contohnya saja menurut salah satu konsumen surya menjelaskan baru saja
membeli obat demam anak yaitu sanmol di apotek dijalan sekolah kecamatan
tyalang siak dengan harga jual Rp.20.000 ,-(dua puluh ribu rupiah)?, sedangakan
a%otek lain dijalan koperasi dengan harga jual lebih rendah dari HET Rp. 16.000,-
(%am belas ribu rupiah) sementara dikemasan tertera Rp. 16.400,- (enam belas

r@u empat ratus rupiah).

Menurut riska , selaku apoteker yang bekerja di jalan sekolah “kalau soal

YPSISATU

harga bukan kebijakan saya sebagai pekerja, karena itu sudah di tentukan oleh

A

ilik apotek™. Menurut rio salah seoang warga bunut,yang pernah membeli

ng@;o

opat disalah satu apotek di bunut desa pinang sebatang timur telah membeli obat

® Surya, sebagai konsumen obat, wawancara hari rabu, tanggal 12 januari 2022,
Pukul 16.00
* Riska, selaku apoteker, wawancara hari kamis, tanggal 13 januari 2022, Pukul 16.20

nery wisey jiyeAg u
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©
p%]adol extra seharga Rp.10.000, dani merasa terkejut karena obat yang

-
dihelinnya tidak sesuai pada harga label yang tertera pada kemasan obat.”

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh penulis bahwa telah

lw eyd

terjadi pelanggaran perbedaan harga HET di 5 (lima) desa di kecamatan tualang

3

upaten siak yang dilakukan oleh penulis, yaitu:
. JI. Sekolah, desa perawang barat di toko obat tersebut menjual obat
sanmol dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), padahal harga

HET sanmol tertera pada kemasan Rp. 16.400,- (enam belas ribu empat

nery exsns NEN
[EEN

ratus rupiah).

2. JI. harapan , desa pinang sebatang timur di toko obat tersebut menjual obat
Panadol Extra dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), padahal
harga HET Panadol Extra tertera pada kemasan Rp. 7.990,- (tujuh ribu

sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

w

JI. maredan, desa maredan. Di toko obat tersebut menjual obat diare untuk
anak yang bermerek Guanistrep Suspensi dengan harga Rp.22.000,- ( dua
puluh dua ribu rupiah) sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang

tertera di kemasan Rp 16.600,- ( enam belas ribu enam ratus rupiah )\

e

JI. Garuda, kelurahan perawang. Salah satu apotekmenjual obat kulit yang
bermerek Kalpanak dengan Harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tertera dikemasan

Rp.11.250,- ( sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

® Rio, sebagai konsumen,wawancara hari minggu, 16 januari 2022, Pukul 15.30

nery wisey JjrreAg uejng jo A}JISIaATU) dDTWIR]S] 3)e1S
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©
g 5. JI. Inpres, desa pinang sebatang barat, salah satu toko obat mnejual obat
-
©  batuk dengan merk Vicks Formula 44 dewasa 54 MI dengan Harga
@)
2 Rp.22.000,- ( dua puluh dua ribu rupiah ) sedangkan Harga Eceran
=
—  Tertinggi (HET) yang tertera di kemasan Rp. 17.500,- ( tujuh belas ribu
-~
S limaratus rupiah)
Z
(Cf’ Berdasarkan hasil survey yang dilakukan penulis di atas maka diketahui
w
bahwa pelanggaran perbedaan harga jual obat yang melebihi HET terjadi di
Py

kgcamatan tualang di lima desa yaitu desa perawang barat, desa pinang sebatang
tifnur, desa pinang sebatang barat , desa maredan barat, kelurahan perawang yang
melakukan penjualan obat di atas harga eceran tetinggi yang tertera pada label.
Setiap apotik dikenakan sanksi sesuai yang tertera pada Pasal 60 sampai
Pasal 63 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa
sanksi administratif, dan sanksi pidana pokok, serta tambahan berupa perampasan
bgrang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah

-

f+¥]
penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen,

Is1

kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.®

Jumlah apotek di kecamatan tualang yang banyak dan terbatasnya sumber

Tu) 1w

daya manusia menimbulkan kesulitan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas

sxa@

@Sehatan Provinsi untuk melakukan pengawasan terkait dengan penerapan
=]
Kc%putusan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian
=
I'lgformasi Harga Eceran Tertinggi Obat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas
=

penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul

J jrre

® Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, (PT. Grasindo,

Jakarta, 2008), h.169.

1&e
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©
§ ”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Obat
-
Diatas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus Apotek Di Kecamatan
@)
Thalang)”
=
B~ Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan pahaman dan kekeliruan dalam penelitian

i’ maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang

sNZ NIN

dij teliti adalah perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli obat di

d

afgs harga eceran tertinggi (Studi kasus apotek di Kecamatan Tualang)
C% Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada di latar
belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli

obat diatas Harga Eceran Tertinggi di apotek di Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak?

N

Bagaimana tanggung jawab hukum jika pelaku usaha menjual obat diatas
Harga Eceran Tertinggi di apotek Kecamatan Tualang kabupaten Siak ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

=

Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan pemasalahan yang dibahas dalam penelitian
ini, maka tujuan penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang
membeli obat diatas harga eceran tertinggi (Studi kasus apotek di

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak).

nery wisey jireAg ueing jo A}sIaATu ATWR]S] 33835
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b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha atas

penjualan obat diatas harga eceran tertinggi (Studi kasus apotek di

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a.

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan
studi pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada
penulis dan para pembaca akan pentingnya perlindungan konsumen
terhadap hak konsumen ketika membeli obat di atas harga eceran
tertinggi

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada
konsumen dan pelaku usaha tanggung jawab hukum atas pelanggaran
atas penjualan obat di atas harga eceran tertinggi, dan kemudian hari

pelaku usaha dapat menaati peraturan yang ada.
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<k BAB I|

-

& TINJAUAN PUSTAKA

@)

A Hukum Perlindungan Konsumen

=

—  Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya
=

p&lindungan hukum, perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum
Z

yghg menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan
w

sgkedar perlindungan fisik melainkan Hak-hak konsumen yang bersifat abtrak.”

py

& Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
L=

Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.® Perlindungan
konsumen yang dijamin kepastian hukumnya tersebut diberikan terhadap segala
perolehan kebutuhan konsumen mulai dari kelahiran hingga kematian dan segala
kebutuhan di antaranya. Perlindungan konsumen juga sering dikaitkan dengan

hykum konsumen meskipun hampir dipastikan bahwa mengandung maksud yang

-
f+¥]
sama mengenai perlindungan konsumen.
@
g Hukum Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah Keseluruhan
o

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara

u

b%fbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen di
[ ]
déram pergaulan hidup. Sedangkan, menurut Az. Nasution, hukum konsumen

(=]
agbalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan

=

5

=

w

et

g_ ” M.Shidgon Prabowo, Perlindungan Hukum Indonesia,(Rangkang, Yogyakarta, 2010) h.
38n

A ® Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang No.8
tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, TLN No0.3821,ps. 1 butir 1.

10
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©

rriﬁsalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara
-

pBnyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.’

Perlindungan  konsumen adalah istilah yang dipakai untuk

w e)d

menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen
pa

datam usahanya untuk memenuhi suatu kebutuhannya dari hal-hal yang bisa
Z

nﬁC@rugikan konsumen itu sendiri. Undang- undang perlindungan konsumen
w
nienyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah suatu upaya hukum yang

py
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

c
konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi
perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap
kegiatan untuk bisa mendapatkan barang dan jasa hingga sampai adanya akibat-

akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek,

121G

<
o
—
[
=
o

1. Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan barang yang diserhkan
kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-sayarat yang tidak adil
kepada konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen

[nS Jo A}ISIdATU) dDTWR]S]

yang memuat asas-asas Kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga
=

ni€ngandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.
j+¥]

% Az Nasution, op. Cit., h 22.
10 Zulham, Hukum perlindungan konsumen, (Kencana, Jakarta, 2013)h.21.
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©

,@a juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian
-

d2ri hukum konsumen yang lebih luas itu. “Az. Nasution, berpendapat bahwa
=)

httkum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur,
=

dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.”*!
-~

= Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas- asas dan

Z
kgPdah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai

p%ak satu sama lin berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam
pggaulan hidup.

- Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian istilah  mengenai  hukum
perlindungan konsumen sangat menentukan perlindungan hukum terhadap para
konsumen, Karena semakin luasnya pengertian istilah tertentu yang terdapat
dalam hukum perlindungan konsumen akan semakin besar kemungkinan bagi
konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perluasan pengertian
mgngenai  hukum perlindungan konsumen yang demikian juga berakibat
d%nungkinkannya bagi konsumen untuk menuntut pelaku usaha yang

wn
menyebabkan adanya kerugian yang di alamai oleh para konsumen, baik yang

D T1LLI

tetkait secara langsung maupun yang tidak terkait secara langsung dalam suatu

u

perjanjian.
4
Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen dan Pelaku Usaha merupakan dua pihak yang menjadi inti dari

ng jo AYis

hﬁkum perlindungan konsumen. UUPK banyak mengatur ketentuan mengenai
=

hifbungan antara konsumen dan pelaku usaha.
j+¥]

1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (sinar grafik, jakarta,
8) h. 27.

N
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@)

C,,:F Pengertian Konsumen

-~

©  Konsumen sebagai istilah yang sering di pergunakan dalam percakapan
@)

séhari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk di berikar batasan pengertian agar
=

d&pat di permudah pembahasan tentang “konsumen” -ang dikemukakan baik
-~

datam Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun di dalam
Z

ugdang-undang Perlindungan Konsumen.

Pengertian konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang

M Bys

Pgrlindungan konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni :

n

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain,maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk di perdagangkan

Dari pengertian diatas, maka dapat kita kemukakan unsur-unsur definisi
konsumen:*2

a. Setiap orang

Subjek yang di sebut sebagi konsumen berarti setiap orang yang
berstatus sebagai pemakai barang atau jasa, namun istilah oang
menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim
di sebut naturelike person atau termasuk bahan hukum
(rechtperson) . oleh karena itu konsumen harus mencakup juga

bahan usaha dengan makna luas dai pada bahan hukum

Pemakai
Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang
Perlindungan Konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen

adalah konsumen konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah kata

12 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., h.13.

nery wisey JjrreAg uejng jo A}JISIaATU) dDTWIR]S] 3)e1S
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“pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan
tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang
dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.

Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti
termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah
berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan
konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh
konsumen.

Yang tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah
harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1)
huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini,
syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk
Hidup lain

Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak
sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga
barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri
sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya
seperti hewan dan tumbuhan.

Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian
konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya

konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan

perlindungan konsumen di berbagai Negara.
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“Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyakatan bahwa

sumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai,

513

Konsumen dalam arti umum
yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan/ atau jasa
untuk tujuan tertentu.
a. Konsumen antara
yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan / atau jasa
untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan / atau jasa lain atau

untuk memperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial.

b. Konsumen akhir

yaitu pemakai, pengguna dan pemanfaat barang dan / atau jasa
untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah
tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.*

Istilah konsumen yang di maksud dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 adalah konsumen akhir.
Kemudian, dikaitkan dengan istilah pemakai, pengguna atau
pemanfaat, oleh Undang-undang Perlindungan konsumen, tidak
diberikan penjelasan, oleh karena itu, tim pelindungan Konsumen
Departemen Kehakiman membuat suatu definisi tentang istilah-istilah

tersebut :

nery wisey jrieAg uejng jo A}JISIaATU) dDTWIR]S] 3}e1S

¥ A, Abdurrahman, Kamus Ekonomi - perdagangan, (Gramedia, 1986)h. 230.
% Undang undang no.8 th. 1999 op. Cit., pasal 1 butir 1
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1) Pemakai digunakan dalam ati memakai barang kebutuhan
konsumen sehari-hari seperti sandang, pangan, papan dan
sebagainya.

2) Pengguna adalah untuk pengguna barang konsumen yang
mengandung listrik atau elektonik seperti lampu listrik, komputer
dan berbagai produk bau lainnya yang menggunakan sumbe listik
sebagai sumbe tenaga

3) Pemanfaat ditujukan untuk pengunaan jasa konsumen, seperti jasa
angkutan, jasa asuransi, jasa pebankan, jasa ibadah dan produk jasa
lainnya.

konsumen menurut pasal 1 ayat 2 Unang-undang Pelindungan

Konsumen adalah setiap orang pemakai baangf dan jasa yang tesedia

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.®

Pengertian Pelaku Usaha

Produsen di dalam perlindungan konsumen memiliki istilah tersendiri,
dimana istilah tersebut berubah menjadi pelaku usaha, dimana tertuang di
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa:

“adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan

hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

nery wised jrredg uejng jo A}IsIaATU) ITULY[S] 383G

1> Undang undang no.8 th. 1999 op. Cit., pasal 1 butir 1
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melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dapat dijelaskan yang termasuk pelaku usaha yang terdapat di dalam
Undang-undang tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, pegadang,
dan lain-lain. Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa, pengertian pelaku usaha
dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang perlindungan konsumen cukup luar
dikarenakan meliputi beberapa mengenai grosir, leveranis, pengecer, dan lain-

lain.

Berdasarkan Directive, pengertian “produsen” yang disebut juga

pelaku usaha meliputi:*°

1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang- barang
manufaktur. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas
segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat,
termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan

komponen dalam proses produksinya;

2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;

3) Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun
tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari
suatu barang.

Az. Nasution menyatakan, bahwa produsen atau pelaku usaha dapat
dikelompokan menjadi tiga antara lain:*’

1. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau
pelayanan jasa.

P

3 JijeAg uelng jo AJISIdATU() dTUWR][S] 3}e)§

1P

nery w

16 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., h.41.
7 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,( RajaGrafindo

sada, Jakarta,2015), h.25.
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2. Penghasil atau pembuat barang dan/atau pelayanan jasa.

3. Penyalur baeang dan/atau pelayanan jasa.

Menurut Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang

1B 1w eidio yeH o

orangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
an hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

e

n?lalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
C -
ekonomi.
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menetapkan bahwa pelaku ekonomi,
terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu:
1. Kelompok penyedia dana (investor) untuk memenuhi keperluan pelaku

usaha atau orang perorangan (konsumen), misalnya bank; lembaga

keuangan non-bank dan para penyedia dana lainnya.

no

Kelompok pembuat barang/jasa (produsen), misalnya pembuat pabrik
pangan olahan, penyelenggara usaha perjalanan (travel), penyelenggara

usaha angkutan, penyelenggara usaha asuransi, dan sebagainya.

o

Kelompok pengedar barang/jasa (distributor), seperti warung, kedai, toko,
supermarket, minimarket, pedagang kaki lima, usaha asuransi, dan
sebagainya.

Pengertian Produk Konsumen
Produk konsumen adalah barang dan/atau jasa konsumen. Menurut Az.

ution, produk konsumen adalah : ” Setiap barang dan/atau jasa akhir yang

Nery wisey| gwﬁg uelng jo Ayrsraarun srweysy ajeisg
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©
dﬁakai, digunakan, dan/atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan /

A

Kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
1)

2 Sedangkan pengertian barang menurut Pasal 1 angka 4 UUPK adalah

w

sg_rt'iap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bggerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk
d'iéﬁerdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
S%dangkan jasa, menurut Pasal 1 angka 5 UUPK, adalah setiap layanan yang
bg*bentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk
dicmanfaatkan oleh konsumen.

F. Hak dan Kewajiban konsumen

Konsumen sebagai objek dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

mempunyai hak dan kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan dan dijalankan.

=

Hak konsumen

Hak konsumen secara khusus din atur dalam pasal 4 Undang-

undang Pelindungan Konsumen, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam
mengkomsumsi baang dan jasa

b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan
jasa itu sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di
perjanjikan

c. Hak atas infomasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan jasa

d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas baang dan jasa
yang di pergunakan

e. Hak wuntuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
Hak untuk diperlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() DTWIR]S] 3}e1S
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h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pernggantian
apabila barang atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak yang di atur dalam ketentuan Perundang-undangan lainnya.*®

Kewajiban Konsumen

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban
yang harus di penuhinya sebelum mendapatkan haknya yang di atur dalam
pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.*®

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai salah satu subjek dalam Hukum Pelindungan Konsumen
sesuai UUPK, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban, yaitu :

Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha di atur dalam pasal 6 Undang-undang

Perlindungan konsumen, yaitu:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang di
pedagangkan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad baik;
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c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum dan sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitas nama baik, apabila terbukti secara hukum
bahwa kegian konsumen tidak di akibatkan oleh barang dan jasa yang
di perdagangkan;
e. Hak yang di atur dalam ketentuan Peratuan Perundang-undangan
lainnya.”®
Berdasarkan hak pelaku usaha yang sudah disebutkan diatas bila
kita lihat lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah
dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam
tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut
diharapkan  perlindungan konsumen secara berlebihan  hingga
mengabaikan kepentingan adanya pelaku usaha. Satu-satunya yang
berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang
disebutkan pada huruf b, ¢, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen

mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan

sebelumnya.

Kewajiban Pelaku Usaha
Kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha nya

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;
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d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku;

e. Memberikan kesempatan konsumen untuk menguji dan mencoba
barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas
barang yang dibuat atau di perdagangkan

f. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang
atau jasa yang diterima atau yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.?

Dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-undang perlindungan
konsumen pelaku usaha diwajibkan untuk beriktikad baik dalam
melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan
beriktikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa.
Kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha
merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.
Ketentuan tersebut di atur di dalam Pasal 1338 ayat (3) BW.

Kewajiban pelaku usaha yang penting lainnya adalah memberikan

informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan,
dan pemeliharaan.

Bahwa tampak di dalam undang-undang perlindungan konsumen
iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena di dalamnya
meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga

kewajiban dapat diartikan bahwa beriktikad baik harus dimulai sejak

barang itu dirancang/ atau diproduksi sampai pada tahap penjualan,
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sebaliknya dengan konsumen hanya diwajibkan untuk beriktikad baik
dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.

Tentang kewajiban ke dua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
disebabkan karena informasi di samping merupakan suatu hak konsumen,
juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha
merupakan salah satu jenis cacat informasi, yang bisa sangat merugikan
konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen

mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran

mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen

tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa

insruksi.??

ag1un >1w®sy aje3g
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Perbuatan yang Dilarang

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, di atur juga ketentuan

ngenai perbuatan-perbuatan yang di larang dalam perlindungan konsumen,

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang
tersebut;

gey prae
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I
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22 Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia,

jaGrafindo Persada, Depok, 2013), h.141.
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w

tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang
dan/atau jasa tersebut;

tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya,
mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan,
iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut;

tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaa/
pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

tidak mengikuti ketentuan beproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan” halal” yang di cantumkan pada label

tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam
bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang
berlaku.

o e

©© N o

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH @
©

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau
bekas, dan tecemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas
barang yang di maksud, pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan
farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa

n . . .
Jfemberikan infomasi secara lengkap dan benar.
-

ISI @

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)

=108

dtdarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya

o
20 >

I peredaran.

I

Pada Pasal 9 dijelaskan juga bahwa :
1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan
suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga,
harga Kkhusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu,

karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
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barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki
sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-
ciri kerja atau aksesori tertentu;

barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai
sponsor, persetujuan ,atau afiliasi;

barang atau jasa tersebut tersedia

barang tersebut tidak mengandung cacat tesembunyi

barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang atau jasa
lain;

menggunakan kata-kata berlebihan, sepeti aman, tidak bebahaya, tidak
mengandung resiko, atau efek samping tampa keterangan yang
lengkap;

menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaang untuk

diperdagangkan

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilaang

melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang atau jasa tesebut

Pada pasal 10 dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan

baang atau jasa yang di tujukan untuk di perdagangkan dilaang

menawarkan,mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan

yang tidaj benar atau menyesatkan mengenai :

a.
b.
C.

harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;

kegunaan suatu barang dan/atau jasa;

kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang
dan/atau jasa;

tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pada Pasal 11 juga dinyatakan bahwa Pelaku usaha dalam hal

penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang

mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:
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a. menyatakan bahwa baang atau jasa tesebut seolah-olah telah
memenuhi standar mutu tertentu;

b. menyatakan baang atau jasa tertentu seolah-olah tidak mengandung
cacat tersembunyi;

c. tidak berniat menjual barang yang ditawakan melainkan dengan
maksud tujuan menjual barang lain;

d. tidak menyediakan barangvdalam jumlah tertentu atau jumlah yang
cukup dengan maksud menjual barang lain;

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau jumlah cukup
dengan maksud menjual jasa lain;

f.  menaikan harga atau tarif beang atau jasa sebelum melakukan obral.

Dalam pasal 12 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilaang
mempromosikan atau mengiklankan suatu baang atau jasa dengan harga
atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha
tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu
dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tesebut tidak bermaksud untuk
melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang di tawakan,
dipromosika, atau di iklankan.

Sedangkan pasal 13, dinyatakan bahwa:

a. pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau
mengiklankan suatu barang atau jasa dengan cara menjanjikan
pemberian hadiah berupa barang atau jasa lain secaa Cuma-Cuma
dengan maksud tidak memberikannya atau memberikannya tidak
sebagai mana yang di janjikannya.

b. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau
mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat

kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan

pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.
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Dalam Pasal 14 juga dinyatakan bahwa Pelaku usaha dalam

menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan

dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

a.

b.

tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan

menggantikan hadiah yang tidak setara dengan nilaiyang di janjikan.

Dalam pasal 15 juga dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam

menawarkan barang atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara

pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan ganguan baik fisik

maupun psikis tehadap konsumen.

Di pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan baang atau jasa

melalui pesanan dilarang untuk :

a.

tidak menepati pesanan dan /atau kesepakatan waktu penyelesaiaan
sesuai dengan yang di janjikan
tidak menepati janji atau suatu pelayanan dan atau prestasi

sedangkan pasal 17, dinayatakn bahwa:

1) pelaku usaha peiklanan dilarang memproduksi iklan yang :

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas,kuantitas, bahan kegunaan

dan harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan
barang atau jasa

mengelabui jaminan/ garansi tehadap barang atau jasa;

memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai baang
dan jasa;

mengekploitasi kejadian dan ketentuan perutan peundang-undangan
mengenai periklanan
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£2) pelaku usaha periklanan dilarang menjutkan peedaan iklan yang telah

NI Nfriw eydio

menlanggar ketentuan pada ayat (1)

- Transaksi Konsumen

Yang dimaksud dengan transaksi konsumen adalah proses peralihan

pEilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa konsumen dari pelaku usaha kepada
=

w

k@nsumen. Transaksi konsumen dapat terbagi atas 3 tahap, yaitu :

j4Y]
c
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1. Tahap pra transaksi

Pada  tahap ini,  tansaksi (pembelian, penyewaan,
peminjaman,pemberian hadiah komersial dan sebagainya) belum terjadi,
konsumen masih mencari tahu dimana kebutuhannya haus didapatkan,
harga dan atau syarat-syarat yang mampu memenuhinya serta, berbagai
fasilitas atau kondisi yang ia inginkan dengan kata lain, yang tepenting
bagi konsumen saat ini adalah mendapatkan informasi atau keterangan
yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha yang beretikad baik dan
bertanggung jawab mengenai produk atau jasa tersebut
Tahap tansaksi konsumen

Yaitu tahap tejadinnya proses pealihan kepemilikan barang atau
pemanfatan jasa tetentu dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada tahap
ini, pelakun usaha wajib memperlakukan konsumen secaa benar dan jujur
serta tidak diskriminatif,menjamin mutu baang atau jasa sesuai standar
yang berlaku, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menguji atau

mencoba barang atau jasa tertentu dan memberi jaminan dan/ atau garansi
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atas baang (pasal 7 huuf c,d,e UUPK). Pada saat ini, konsumen
mendapatkan kecocokan pilihan barang atau jasa dengan persyaatan
pemblian serta harga yang dibayar nya. Yang menentukan dalam tahap ini
adalah syarat-syarat perjanjian pera;ihan pemilikan baang atau jasa
tesebut, penyeahan atau cara pembayaan atau pelunasan.

Perilaku pelaku usaha sangat menentukan, seperti penentuan harga
produk konsumen, penentuan persyaratan perolehan dan pembatalan
perolehannya, klausula-klausula, khususnya klausula baku yang mengikuti
transaksi dan persyaratan-persyaratan jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran yang dikemukakan dalam transaksi barang dan/atau jasa.

Umumnya, pada saat ini apabila perikatan terjadi secara tunai,
maka tidak atau kurang bermasalah. Akan tetapi, pada perikatan dengan
cara pembayaran atau pelunasan berjangka (antara lain perjanjian beli
sewa, kredit perbankan, kredit pemilikan rumah, dan sebagainya), sering
menimbulkan masalah. Tidak jarang Kkita temui orang-orang Yyang
menandatangani suatu konsep perjanjian tanpa terlebih dahulu membaca
dengan teliti syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian itu.
Denganberlakunya UUPK, semua klausula baku yang tidak sesuai dengan

ketentuan peatuan perundang-undangan menjadi batal demi hukum.
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©
|§ Pemerintah sebagai pengawas dan pembina dalam pelindungan

konsumen

dio y

Pembangunan perlindungan konsumen harus dilaksakan oleh stakeholder-

baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Gerakan pemberdayaan

=}
XE W ey

kgwsumen perlu dikembangkan untuk melindungi kepentingan konsumen secaa
iﬁc{bgratif, menyeluruh serta dapat diterapkan secara efektif di dalam masyaakat.

% Esensi undang-undang no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
pgéa hakekatnya memberikan aturan main kepada pelakun usaha agar melakukan
aEtivitas usahanya secaa pofesional, jujur, beetika bisnis, tetib mutu, tertib ukur
dalam konteks pemenuhan persyaatan perlindungan konsumen dimana barang
atau jasa yang di perdagangkan aman untuk dikomsumsi konsumen®. Bila
aktivitas usaha memenuhi itu semua, di tambah dengan pemenuhan preferensi
konsumen maka di pasae dalam negeri diharapkan tidak adalagi produk-produk

sub-standa yang beredar. &

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

WR[S] 23e

netapkan asas dan tujuan, hak dan kewajibab konsumen,pebuatan yang tidak di

!

pebolehhkan dalam memproduksi dan memperdagangankan barang dan jasa,

u

ta:giggung jawab pelaku usaha , pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan

O:Hh pemeintah, peran kelembagaan pelindungan konsumen serta sangki

=]

a Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pendidikan serta pembinaan
=

u'g_tuk meningkatkan kesadaan masyarakat atas hak-haknya sebagai konsumen.

=

9p]

et

= 2 Direktorat Perlindungan Konsumen Depdagri, Peran Pemerintah dan Platform

K’EBijakan Perlindungan Konsumen, http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=platform,
Drakses 16 januari 2022 Pukul 20.45
* Ibid.

nery wise
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©
g Melalui instrumen yang sama juga di haapkan tumbuhnya kesadaran
-
pelaku usaha dalam aktivitasnya ,yang menerapkan prisnsip ekonomi sekaligus
@)
tétap menjunjung enjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen.
=

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membina iklim perlindungan konsumen
-~

dEmasyarakat menjadi lebih kondusif. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti
Z
bgberapa pelanggaran kepada konsumen yang sering terjadi dalam perlindungan

w
k@nsumen, seharusnya tidak banyak terjadi apabila pemerintah mampu membina

py
pgra produsen untuk mampu lebih melindungi konsumen. Di pihak lain,

pjmerintah juga harus mampu membina konsumen sebagai objek yang dilindungi
agar mampu memahami pelindungan konsumen secara lengkap sehingga ia
mengerti hak dan kewajibannya sebagai konsumen.?®

Pemerintah bersama masyarakat dan dan lembaga perlindungan konsumen
swadaya masyarakat (LPKSM) adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk
mglakukan pengawasan, pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, selain
d?il:akukan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan
k%entuan peratuan perundang-undanganya, juga dilakukan atas baang/jasa yang

b'?&redar dipasar.

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap penyelenggaraan

FSIIATU

indungan konsumen serta penerapan ketentuan peratuan perundang-

&'O

aO

ufidangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga

ns

perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selain atas penyelanggaraan
=

pgrlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangnya, juga
j+¥]

% 1bid.

nery wrsey jui
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©

dﬂakukan dengan cara penelitian, pengujian dan survey. Aspek yang diawasi
-

rr_ioéliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan dan
kaengkapan info pada label/kemasan, pengiklanandan lain-lain sebagaimana yang
disyaatkan oleh peatuan perundang-undangan dan praktek perdagangan.?® Hasil
p%gawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga pelindungan
kghsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dapat
»

disampaikan kepada menteri dan mentei teknis.

py
5 Pasal 29 UUPK menyatakan Peran Pemerintah dalam Pembinaan dan

L=
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, sedangkan Pasal 30 UUPK

menjelaskan mengenai peranan pemerintah sebagai pengawas dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Hal ini seperti apa yang diamanatkan oleh Pasal 29 UUPK vyaitu :

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelengaraan
perlindungan konsumen yang menjamin di perbolehnya hak konsumen
dan pelaku usaha serta dilakasakannya kewajiban konsumen dan pelaku
usaha.

2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan
konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri dan/atau Menteri teknis terkait

3. Menteri sebagaimana dimaksud padaayat (2) melakukan koodinasi atas

penyelenggaan Perlindungan Konsumen

JifeAg ue}Ing jo AJISIdATU) DTUIR]S] d}e1§

% Somi Awan, Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen,

://halalsehat.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=28, Diakses
ggal 16 januari 2022 pukul 21.00

h

= |

18
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4. Pembinaan penyelengaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

a. Terciptannya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antaa
pelaku usaha dan konsumen

b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat

c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya
kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan
konsumen

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelengaraan perlindungan

konsumen di atur dengan peraturan pemerintah.?’

J.

B3

ki

=

Sanksi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

Dalam UUPK, diatur juga mengenai sanksi yang lebih banyak ditujukan

ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UUPK.

Pada Pasal 62 UUPK diatur ketentuan bahwa :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

nery wisey JjrreAg uejng jo AJISIaATU() dDTWR]S]

?"Undang Undang no.8 tahun 1999, Pasal 29 Undang Undang perlindungan konsumen
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Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 11,pasall2,pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1)
huruf d dan huruf f dipidakan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah)

Terhadap pelanggaan yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat
atau kematian diberlakukan pidana yang berlaku pada pasal 62, yang dapat
dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;

c. Pembayaran ganti rugi;

o

Perintah pemberhentian kegiatan tertentu yang menyebabkan
timbulnya keugian konsumen;
e. Kewajiban penarikan baang yang beredar, atau
f.  pencabutan izin usaha

Selain sanksi pidana UUPK jugta mengatur sanksi administatif
sesuai dengan pasal 60 UUPK, vyaitu:
Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan
ayat (3), pasal 20,pasal 25 dan pasal 26
Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak
Rp.200.000.000,00 (dua atus juta rupiah)
Tata caa penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Peudang-undangan.

Diatu pula ketenteuan mengenai sanksi perdata yang dinyatakan secaa

emplisit dalam UUPK, yaitu ganti rugi dalam bentuk:
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©

g a. Pengembalian uang atau

-

©  b. Penggantian barang atau

o

2 c. Perawatan kesehatan, dan/atau
=

— d. Pemberian santunan

=

S Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal
Z

tfghsaksi.?®

=

w

-~

1]

py

- K. Gambaran Lokasi Penelitian

nel

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Tualang , Kebupaten siak. Adapun
yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini ialah mengenai penerapan Harga
Eceran Tertinggi (HET) terhadap produk obat yang beredar dan diperjualbelikan
di Apotek-apotek yang ada di kecamatan Tualang. Oleh sebab itu, untuk
mendapatkan yang lebih jelas tentang obyek penelitian tersebut, peneliti akan
@emaparkan secara singkat gambaran umum tentang kecamatan Tualang.
Kecamatan Tualang merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam

ayah administratif kabupaten siak. Secara geografis, wilayah kecamatan Tualang

uge[sy 23e

=
teHetak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-101°52" Bujur Timur.?
=
Dengan wilayah lain yang berbatasan sebagai berikut;*
[ ]
wn
E Sebelah Utara :Kecamatan Minas
=]
-
?:n Sebelah Timur : Kecamatan Koto Gasip dan Lubuk Dalam
&
=
JJ
< 28 Undang Undang no.8 tahun 1999, Pasal 19 ayat (3)
= # Wikipedia kecamatan tualang di akses dari https:/id.wikipedia.org/wiki/Tualang,_Siak
pata tanggal 14 februari 2022 puku 20;00 WIB

% Wikipedia Wikipedia batasan kecamatan tualang di akses dari

htips://id.wikipedia.org/wiki/Tualang,_Siak pada tanggal 14 februari 2022 puku 20;00 WIB

nery wigey
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Sebelah Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam

Sebelah Barat : Kecamatan Minas dan Kota Pekanbaru.

Secara Administratif kecamatan Tualang memiliki 1 kelurahan vyaitu

Axiiw eydio yYeH o

lurahan Perawang dan 8 desa yaitu : desa pinang sebatang timur, desa pinang

atang barat, desa perawang barat, desa pinang sebatang, desa maredan, desa

SN

S

redan barat, desa tualang, desa tualang timur.

Lokasi dari penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan

nery exsn

penelitian dan menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait persoalan yang
dikaji, yakni apotek-apotek dengan menitikberatkan fokus permasalahan pada

pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET).

L. Penelitian Terdahulu

1. Edi Wahjuni, dengan judul Penelitian Perlindungan hukum Terhadap

1818

k

Q

nsumen atas Informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum pada

el obat di apotek jember.®! Dari judul diatas terdapat persamaan yaitu sama-

uBys]

sé’ma membahas tentang harga eceran tertinggi obat tetapi terdapat juga
)
pErbedaan, yaitu penelitian terdahulu meniliti tentang informasi harga eceran
[ ]
wn

teftinggi pada label obat di kota jember. Sedangkan peneliti meneliti pada harga
=]

eé“e;ran tertinggi obat di pasaran pada apotek kecamatan tualang kabupaten siak.

2. Alexander Victory, dengan judul penelitian Perlindungan Hukum

hadap Hak Konsumen obat-obatan atas informasi obat yang beredar luas di

X jrie&s ueyn

31 Edi Wahjuni, perlindungan hukum terhadap konsumen atas infomasi harga eceran
inggi (HET) yang tercantum pada label obat di apotek jember.universitas jember,2018

g

t

I

nery w
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©
péaran di tinjau dari hukum perlindungan konsumen (studi kasus tiga merek obat
%\ghilang gejala flu).** Dari judul diatas memiliki persamaan yaitu sama-sama
rﬁ‘;émbahas tentang informasi obat yang beredar di pasaran. Tetapi terdapat
pgtr:bedaan , yaitu peneliti terdahulu membahas informasi obat yang beredar di
péaran sedangkan penulis meneliti tentang harga eceran tertinggi yang beredar di
pgéaran di apotek-apotek kecamatan tualang kabupaten siak.

% 3. Emilia Susanti, dengan judul penelitian evaluasi kebijakan perlindungan
kgnsumen dalam mengatasi peredaran obat keras di pasaran (studi kasus pada
bjlai pengawas obat dan makanan (BPOM) kota bandar lampung).*® Dengan
judul di atas terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang
perlindungan hukum atas obat di pasaran, tetapi juga terdapat perbedaan vyaitu,
peneliti terdahulu membahas tentang obat keras yang beredar di pasaran

sedangkan penulis membahas tentang harga eceran tertinggi obat yang beredar

digpotek kecamatan tualang kabupaten siak.

%2 Alexander Victory, perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen obat-obatan atas
rmasi obat yang beredar luas di pasaran di tinjau dari hukum perlindungan konsumen (studi
us tiga merek obat penghilang gejala flu),universitas indonesia. 2008

%% Emilia Susanti, dengan judul penelitian evaluasi kebijakan perlindungan konsumen
m mengatasi peredaran obat keras di pasaran (studi kasus pada balai pengawas obat dan
kanan (BPOM) kota bandar lampung),universitas raden intan lampung. 2020
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METODE PENELITIAN

Fiw eydio yeH o

Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang

dteliti pada awalnya adalah data sekunder, dan kemudian dilanjutkan dengan

SNz NIN A

pgnelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.®* Bekaitan
df;%gan data primer dan data sekunder. bahan hukum primer yang di gunakan
c

adalah peratuan perundang-undangan. Peratuan Perundangan-undangan yang
digunakan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, dan peraturan Mentei kesehatan Replubik Indonesia Nomor 98 tahun
2015 tentang Pemberian informasi Harga Eceran Tertingi (HET).

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang paling banyak
digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini meliputi buku, artikel ilmiah, artikel di
ir'a&a:ernet.dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara terhadap
bgberapa narasumber yang memiliki kompentesi dalam hal pelindungan terhadap
kgwsumen. sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif,
y%g berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci,

o

wn
jgas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

=]

Bc'."; Lokasi Penelitian

=

;? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan pada
=

migsyarakat kecamatan tualang kabupaten siak alasan penulis melakukan

% Soejono Soekanto, pengantar penelitian hukum, (jakarta:Ul press, 1986) h.152

38

nery wisey jue



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV vISNS NIN
o

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

39

©
pgﬁelitian ini adanya pelaku usahab yang menjual obat di atas harga eceran

t_%tinggi dan masyarakat menjadi korbannya dengan membeli obat di atas harga
egbran tertinggi adapun apotek yang menjual obat di atas harga eceran tertinggi
t%t_rrdapat di lima desa kecamatan tualang kabupaten siak yaitu desa perawang
bgat, desa pinang sebatang timur, desa pinang sebatang barat , desa maredan
bg?at, kelurahan perawang yang melakukan penjualan obat di atas harga eceran
téinggi yang tertera pada label.
C’g Subjek dan Objek Penelitian
- 1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi. yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik apotek dan konsumen
obat pada apotek tersebut.
2. Objek Penelitian
Objek pada penelitian ini adalah penetapan harga obat sesuai harga
eceran tertinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Replubik
Indonesia Nomor 98 tahun 2015 tentang pemberian infomasi Harga
eceran Tertinggi obat.
Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.*®

Populasi juga merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari

Ag uejng jo Kjrsra¥run srwe[sy ajejs

objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang di

% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (PT. Raja Grafindo, Jakarta:

2805), h. 118.
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Sumber :oleh penelitian 2022

I

nery w

% Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi
dia Publishing, 2015), h.63

©

§ tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

-

2 Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil beberapa bidang yang

@)

2 akan di jadikan populasi.

=

— 2. Sampel

=

= Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

Z

(Cf’ populasi tersebut, maupun bagian kecil dari anggota populasi yang di

w

a ambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.®®

Py . !

= Adapun cara pengambilan sampel yang penulis lakukan adalah dengan

L=
Purposive sampling yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan
tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laki-laki dan
perempuan yang sudah menikah, usia produktif yaitu 20-60 tahun.
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu kuesioner
(angket).

9p]

B

o Tabel 3.1

E Populasi dan Sampel

bo¥]

§.NO Jenis Populasi Populasi Sampel Persentase (%)

—~

5 1 Pemilik apotek di 48 5 33%

< kecamatan tualang

o 2 staf dinas

=L kesehatan 74 1 0,7%

P kabupaten siak

2] Jumlah 122 6 0,5%

E

&

=

9p]

o)

j+¥]

=

=
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Sumber Data Penelitian

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang

dio 38H o

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH
o

gpzergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

= 1. Data Primer

=

g Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

(Cf’ peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat

% digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain

g dengan cara observasi dan wawancara

} 2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi
kepustakaan yakni dengan melakukan serangkaian kegiatan
membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan
perundangan-undagan yang berkaiatan dengan permasalahan

h penelitian.

Fé': Teknik Pengumpulan data

gT Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :\

gl. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara
peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat
keadaan yang sebenarnya tejadi. Data yang di dapat di lapangan kemudian
di catat dan kemudian dianalisa.

2. wawancara

nery wisey] JrreAg uejng jo A}JIsIaAru
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Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan
mengguanakan tanya jawab dan komunikasi langsung melalui pecakapan
dengan responden yaitu pihak-pihak yang bekaitan langsung dengan objek
yang di teliti. Dalam penelitian ini, yang akan diwawancara adalah pihak
yang pelaku usaha dan konsumen yang membeli obat di atas harga eceran

tertinggi.

Studi kepustakaan
Studi kepustakaan meupakan kegiatan yang menghimpun infomasi
relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Kajian
kepustakaan
Merupakan metode pengumpulan data yang mana melalui metode ini
penulis berperan aktif untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang
memiliki kaitannya serta korelasi dengan permasalahan yang sedang

diteliti.%’

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum

‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z
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iologis yang mana penulis tidak hanya menganalisa data sekunder, tetapi juga

nganalisa data primer dari hasil penelitian lapangan (field research), dalam

msgo £

penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif yaitu data yang
=

bErdasarkan uraian kalimat yaitu apa yang dinyatakan responden secara

%" 1bid, h 99
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©

t%-tulis atau lisan dan prilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu
-

yang utuh.

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data

lw eyd

kedalam pola, kategoi dan satuan uraian dasa. Pekerjaan analisis data dalam hal
-~

it ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan koda dan
Z

rﬁC@ngategorikannya. Dalam hal ini peneliti menganalis data dengan menggunakan
w

nietode  deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan caa
py
mengumpulkan data analisis data interprestasi data yang diperoleh sehingga
L=

memperoleh data yang akurat dan lengkap, sedangkan analisis penelitian kualitatif

didapatkan  berdasarkan ~wawancara dan cacatan yang dilapangan.
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BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan paparan data hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka
1 skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Membeli

Qbat diatas Harga Eceran Tertinggi (studi kasus apotek-apotek dikecamatan

Tgalang kabupaten Siak)” dapat di tarek kesimpulan sebagai berikut :
L=

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() DTWIR]S] 3}e1S

1. Penjualan obat di atas HET di wilayah Kecamatan Tualang sering kali

pelaku usaha menjadikan konsumen sebagai aktivitas bisnis untuk meraup
keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama adalah tingkat kesadaran
konsumen akan haknya masih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa
kurangnya pendidikan konsumen tentang pengetahuan atas hak-hak nya
yang harus diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.maka
diperlukan analisis kebutuhan akan peraturan atau panduan lebih lanjut.

Upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap penjualan obat di atas
HET yaitu melakukan tindakan dengan cara menanyakan langsung kepada
pelaku usaha, kenapa menjual obat di atas HET yang tertera pada label
obat, lalu konsumen juga dapat melaporkan hal tersebut ke Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM) dan dapat
disampaikankepada Pemerinta terkait yaitu BPOM, Dinas kabupaten Siak,

serta instansi terkait Dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Pelaporan
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©
g masalah dapat diajukan secepat mungkin dengan mengindentivikasi
-~
©  permasalahannya serta mengumpulkan bukti yang mendukung.
@)
=~
=
B-Saran
-~
=
= 1. Bagi Pemerintah
w
= Perlu adanya sinegritas yang baik antara Dinas Kesehatan
-~
;’J Kabupaten Siak dengan BPOM. Karenakedua instansi ini memiliki peran
= penting dalam pengawasan penjualan obat di atas Harga Eceraan

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() DTWIR]S] 3}e1S

Tertinggi. Sehingga tidak ada apotek yang menjual obat di atas harga
eceran tertinggi yang telah tertera pada label kemasan.

Disarankan kepada Dinas Kesehatan kabupaten siak dan Badan
Pengawasan Obat dan Makanan kabupaten siak harus lebih aktif
melakukan sidak ke apotek- apotek di wilayah Kabupaten siak.

Pemerintah sebagai penegak aturan harus meningkatkan sanksi
yang lebih tegas lagi terhadap apotek yang melanggar. Sehingga dapat
memberikan efek jera terhadap apotek yang telah melakukan pelanggaran

yang menjual obat di atas HET.

Bagi Pemilik Apotek

Seharusnya para pemilik apotek dapat menetapkan harga obat
yang di jualnya sesuai dengan aturan HET yang telah di tetapkan dan
tertera pada kemasan agar tidak menimbulkan kesenjangan Harga maupun

permasalahan dengan pihak konsumen
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